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This study aimed to analyze the effect of the audit results by BPK on the 
financial performance of local government in Jawa Tengah Province. The 
variables in this study are audit opinion, audit findings, the follow up of audit 
results, and timeliness in reporting financial statements. The financial 
performance measures are using effectiveness ratio and efficiency ratio. 
This study uses secondary data from audit report by Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia and financial statements of local government in 
Jawa Tengah Province in 2013 and 2014. The data and hypothesis are tested by 
using partial least square (PLS) method. 
The results showed that not all of the audit results by BPK have a 
significant effect on financial performance of local government. Audit opinion and 
timeliness in reporting financial statement have a significant effect on financial 
performance of local government, meanwhile audit findings and the follow up of 
audit results have no significant effect on financial performance of local 
government. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan 
BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel-variable yang diuji 
dalam penelitian ini yaitu opini, temuan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kinerja keuangan pemerintah 
daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan laporan 
keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 – 
2014. Pengujian data dan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
partial least square (PLS). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan 
BPK mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini pemeriksaan dan 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan nilai temuan 
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: Opini, temuan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, ketepatan waktu 
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1.1  Latar Belakang 
  Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak 1999 memberikan 
keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan serta mempunyai 
kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimulai 
dengan tujuan  menyejahterakan  masyarakat (Mercy, 2013). Pelaksanaan 
otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 32 Tahun 
2004 ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu 
kabupaten maupun kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam 
bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain itu, Undang-
undang ini mewajibkan kepala daerah untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemrintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 
daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 
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daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena 
itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar 
tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, 
dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai 
pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.  
 Pelaksanaan otonomi daerah diiringi tuntutan yang lebih besar dari 
masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh 
lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009).  Dalam  rangka mewujudkan 
pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  
pemerintah, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. 
Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pengelolaan keuangan daerah setiap tahun yang disebut Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 
 Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi 
karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam  pengambilan keputusan 
(Silky, 2012). Untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif tersebut maka 
informasi dalam laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan 
keuangan  untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip 
akuntansi pemerintahan yang berlaku. Untuk itu, negara menunjuk suatu lembaga 
yang independen untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 
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Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan 
bahwa BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah 
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat tiga jenis 
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa temuan audit, opini 
audit dan rekomendasi 
 Dalam sistem  pengelolaan keuangan  daerah perlu ditetapkan standar atau 
acuan  kapan suatu daerah dikatakan  mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh 
karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja keuangan yang bertujuan untuk 
mengukur  kinerja pemeintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah 
daerah ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam  penetapan kebijakan keuangan 
pada tahun selanjutnya. Menurut Chaw (dalam Sumarjo, 2010) pengukuran 
kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik 
atas rencana yang telah diimplementasikan. Untuk menilai kinerja pemerintah 
daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan 
melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil 
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analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam 
menilai (Abdul Halim, 2007): 
1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan; 
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; 
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan 
daerahnya; 
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapaan dalam pembentukan 
pendapatan daerah; 
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 
dilakukan selama periode waktu tertentu. 
Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berupa opini pemeriksaan dan 
temuan pemeriksaan. Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan 
pemeiksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan.. Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menyatakan bahwa 
opini audit dapat menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik 
pula.  
Temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintesis data dan informasi 
yang dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan pemeriksaan dan disajikan 
secara sistematis dan analitis (Juknis Pemeriksaan LKPD, 2007). Temuan 
pemeriksaan Temuan pemeriksaan dapat mencakup kelemahan dalam 
pengndalian internal, kecurangan, penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Bernstein (2000) dalam penelitiannya 
5 
 
menyimpulkan bahwa banyaknya pelanggaraan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah menggambarkan buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. 
Selain itu, penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK juga telah 
dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan temuan audit 
BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan 
bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, 
sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). 
 Sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah daerah sebagai penanggung 
jawab pengelolahan keuangan Negara wajib menindaklanjuti setiap temuan 
pemeriksaan yang dilakukan BPK. Tri Hartono (2006) mengemukan bahwa 
tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur yang penting dalam penilaian 
kinerja manajemen dalam hal ini pemerintah daerah. Kedisiplinan pemerintah 
dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu juga menjadi 
kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap 
ketentuan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisa 
sejauh mana pengaruh hasil pemeriksaan BPK RI yaitu opini pemeriksaan, 
temuan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ketepatan waktu 
penyampaian  terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio 
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian 
yang berjudul “PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP 




1.2  Rumusan Masalah 
Hasil pemeriksaan BPK sering kali menjadi toak ukur kesuksesan 
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolahan keuangan 
daerahnya, hal ini sering kita temui di media bagaimana masyarakat sangat 
memperhatikan opini yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah daerah. Salah 
satu contoh yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus yang terjadi pada pemerintah 
daerah DKI Jakarta, dimana BPK memberikan opini WDP terhadap laporan 
keuangan pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014, dan hal ini langsung menjadi 
perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu berdasarkan 
hal itu dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin meneliti 
lebih lanjut sejauh mana hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daera. Berikut rincian rumusan masalah dalam penelitian 
ini: 
1. Bagaimana pengaruh dari opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah? 
2. Bagaimana pengaruh dari temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah? 
3. Bagaimana pengaruh dari tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan 
BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 
4. Bagaimana pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 





1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini hasil pemeriksaan BPK RI 
terhadapat kinerja keuangan pemerintah daerah. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh temuan pemeriksaan BPK RI 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat tindak lanjut rekomendasi 
pemeriksaan BPK RI terhadapat kinerja keuangan pemerintah daerah. 
4. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi pemerintah daerah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah 
daerah sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan untuk 
meningkatkan kinerja keuangan mereka ditinjau dari hasil pemeriksaan BPK 
RI.  
2. Manfaat bagi akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa 
dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan 
penelitian mengenai pengaruh hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja 




3. Manfaat bagi peneliti 
Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 
pengetahuan kepada penulis mengenai hubungan antara hasil pemeriksaan 
BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
1.5      Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum 
tentang penulisan skripsi yang akan dilakukan. Skripsi ini disusun atas lima bab 
dan berikut adalah uraian singkat mengenai isi dari setiap bab tersebut. 
BAB I  : PENDAHULUAN  
Bab satu berisi gambaran mengenai isi penelitian dan 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam bab satu 
diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA  
Bab dua menguraikan landasan teori yang menjadi acuan utama 
dalam penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi 
landasan dibentuknya hipotesis dalam penelitian ini serta memuat 
kerangka pemikiran. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab tiga berisi metode penelitian yang membahas mengenai 
uraian variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, 
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penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab empat menguraikan tentang pengujian hipotesis berdasarkan 
data yang diperoleh beserta dengan deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP  
Bab lima menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi 
penelitian selanjutnya. 
 
